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PENETAPAN 

Nomor 2194/Pdt.G/2020/PA.Kis 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara 

perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah 

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak: 

Isniyati Zulkaidah S. binti Sujak, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan 

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu rumah 

tangga, tempat kediaman di Desa Sei Alim Ulu 

Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, sebagai 

Penggugat;  

Melawan 

Kamaluddin bin Abdul Wahid, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan 

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Buruh harian 

lepas, tempat kediaman di Dusun III Desa Silo Lama 

Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan (di rumah 

kakak kandungnya yang bernama Ibu Dahliana/Bapak 

Atong), sebagai Tergugat;  

 

Pengadilan Agama tersebut;  

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;  

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Desember 

2020 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Kisaran Nomor 2194/Pdt.G/2020/PA.Kis, tanggal 01 Desember 2020, 

dengan dalil-dalil  sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah 

menikah pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 1997 Masehi dan telah 

Disclaimer
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terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, 

sebagaimana disebutkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 

316/09/X/1997, tertanggal 10 Oktober 1997.  

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal 

bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian terakhir Penggugat 

dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di 

Kelurahan Kedai Ledang Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten 

Asahan.  

3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan yang di 

dasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Penggugat 

dengan Tergugat telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri 

(ba'dadukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :  

a. M. Izzud Azizaen Bin Kamaluddin (Lk) lahir tanggal 20-07-1998.  

b. Dwi Noor Adiba Binti Kamaluddin (Pr) lahir tanggal 17-10-2000.      

4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam 

membina mahligai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai, akan 

tetapi pada pertengahan bulan Agustus 2014 kehidupan rumah tangga 

Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran 

secara terus menerus dikarenakan :  

a. Tergugat kurang memberikan nafkah batin Penggugat.   

b. Tergugat seorang suami pencemburu buta tanpa alasan yang jelas 

kepada Penggugat.  

c. Penggugat kurang harmonis dengan keluarga Tergugat.  

d. Tergugat selalu berkata-kata kasar dan berkata-kata ingin bercerai 

kepada Penggugat.  

5. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut maka antara Penggugat 

dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang 

menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Penggugat dengan 

Tergugat.  

6. Bahwa selanjutnya tak tahan akan sikap dan perilaku Tergugat tersebut 

maka pada tanggal 18 Juli 2019 Penggugat pulang ke rumah orang tua 

Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas. Hal inilah 
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yang merupakan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat 

dengan Tergugat, sehingga sampai dengan Gugatan Cerai ini diajukan 

Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi 

selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan lamanya.  

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat 

tersebut diatas telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun hal 

tersebut tidak membuahkan hasil.  

8. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus 

didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sangat sulit 

untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah, waramah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.  

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup 

beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Ketua 

Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan 

mengadili perkara ini berkenan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat 

dan berkenan untuk  Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat atas 

diri Penggugat   

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan 

seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan 

menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua 

Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan 

mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk  Mengabulkan Gugatan Cerai 

Penggugat .  

11. Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada 

Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan 

mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan 

memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat 

yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum 

dengan amar putusan sebagai berikut : 

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat. 
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2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba’in Sughra Tergugat (Kamaluddin bin 

Abdul Wahid) atas diri Penggugat (Isniyati Zulkaidah S. binti Sujak). 

3. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku. 

Atau “Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini 

berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (ex 

aequo et bono) 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah dipanggil 

untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Penggugat telah hadir 

secara in person menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang 

menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap 

sebagai wakil/kuasa hukumnya disebabkan panggilan kepada Tergugat belum 

memenuhi administrasi yang berlaku; 

Selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut Perkara Nomor 

2194/Pdt.G/2020/PA.Kis, tanggal 01 Desember 2020, yang telah dicatat dalam 

Berita Acara Sidang tanggal 08 Desember 2020;  

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penatapan ini, maka semua hal 

yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari penetapan ini;  

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat adalah 

sebagaimana terurai di atas;  

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah 

memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagai- 

mana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 

yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. 

Nomor 50 Tahun 2009, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah 

disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 

ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; 

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk hadir 

di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir 

menghadap di persidangan; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara 

Nomor 2194/Pdt.G/2020/PA.Kis, tanggal 01 Desember 2020, yang telah dicatat 

dalam Berita Acara Sidang tanggal 08 Desember 2020;  

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat telah mencabut perkaranya,  

maka majelis Hakim perlu memberikan putusan pencabutan perkara tersebut; 

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena 

perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang 

perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1989 sebagaimana  telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka 

biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada  Penggugat; 

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENETAPKAN 

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2194/Pdt.G/2020/ 

PA.Kis, dari Penggugat; 

2. Memerintahkan Panitera  untuk mencatat pencabutan perkara tersebut  

dalam register perkara; 

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); 

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang  

dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 Masehi, bertepatan 

dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Rasidi, 

SH, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaharuddin dan Mhd. Taufik, S.HI, 

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam 

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut 

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khoirul Bahri, S.Ag 

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. 

Ketua Majelis, 

 

 

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH 
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Hakim Anggota, Hakim Anggota, 

  

  

Drs. Jaharuddin Mhd. Taufik, S.HI 

 

Panitera Pengganti, 

 

 

Khoirul Bahri, S.Ag 

 

Perincian Biaya: 

 

1.  Pendaftaran : Rp 30.000,00 

2.  Proses : Rp 50.000,00 

3.  Panggilan : Rp 275.000,00 

4.  PNBP : Rp 20.000,00 

5.  Redaksi : Rp 10.000,00 

6.  Meterai : Rp 6.000,00 

 Jumlah : Rp 391.000,00 

 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)  
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7


